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Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR I+ TAHUN 2O1O

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAhI

DENQAN RAHMAT TUHAN YANQ MAHA ESA

FUPATI WAKATOBI,

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak
Penerangan Jalan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang
dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daereh Kabupaten wakatobi
tentang Pajak Penenangan Jalan.

1. undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndcnesia Nomor 2104):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1gg7 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lenrbaran Negara Republik
lndoncsia Tshun 1997 Nsmor 40, Tambahan tembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 368a);

3. Undang-undang Nomor 1g rahun 19gz tentang penagihan pajak
dengan surat Paksa (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1gg9 tentang penyelenggaraan
Negala yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan trtepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gg9 Nornor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 3g51);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200i Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4igg);

6.

7.

undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi sulawesi renggara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndoneeia Nomor 4339);

lfndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor+358);
l',Jndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20o4 Nomor s3, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a38g);

undang-undang Nomor 32 Tahun 20o4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kari yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor i2 Tahun 200A tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ([embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 48a4;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nofior 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran tlbgira Republik
lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3373);

12' Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintihan DaJrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 200g
tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten waritooi iLembaran Daerah
Kabupaten WakatobiTahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten wakatobi (Lembaran Daerah Ka6upaten wakatobi
Tahun 2008 Nomor 5);

15' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1gg7 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan pajak Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam lllegeri Nomor 173 Tahun 1gg7 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang paJak Daerah.

Dengan Fersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

TEMUTU$KAN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. Kepala Daerah adalah BupatiWakatobi.
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4. Dewan Penryakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Penryakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

5. Badan adalah sekumpulan orang danlatau modat yang meru pakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
pcrStrogn terbatas, persergen komanditer, perseroan lainnya, Badan Ueaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daeralr (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, percekutuan,
psrkumpulan, yeyaEan, grganisesi massa, organisasi sosial politik, atiu organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi-kolektif
den bentuk usaha tetap.

6' PaJak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber tain.

7, Eubyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan paJak.

8. W9j1b Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiodn perpajarai
seguai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaian Oaerin.

9. Masa fajak adalah langka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu tain
Vang diatur dg,ngan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tigi) dulan kalender,yang menjadi. dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, d;;
melaporkan pajak yang terutang.

t0. l-ajaf Jaru terutang_adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa.Paiak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian-Tatrun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan porundang-undangan peryajatan deerah.

11. Pemungutan adalah euatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
gbygk dan subyek pgig!, penentuan _besarnya pajak yang tirutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak sirta pengawasan penyet6rannyi.-

12' Surat Pemberltahrlql lajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SpTpD, adalah
surat yang oleh.Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pe-nghltungan dan/atau
pembayaran pajlk,.obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, iaryaiiu harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perunOdnd-unOangan perpajakan
daerah.

13' Surat Pemberitahyl Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOp adalah surat
yang digunakan.oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Jubyek dan obyek eajai
Penerangan Jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-u,iO"ngin-plrpaiaiJn
Daerah;

14. $urat $etoran. Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pqmbayargn aJa.u. penygforan pejak ygng lelgh dilgkulr-an dengsn'm9-nggunak?n
fonnulir atau telah dilakukan dengai cara iain re *ai aierifr mefailiierinfjt
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. lurat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiatr pokol pajak y"ni t"rut"ng.

16. !y-f! -[etetaga.n Pajak Daerah fu.rang Bayar, yang setanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah sura! ketetapan gajak yang minentutai oesanivii'irmarr po*ior
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pa,iak yang-masih harus dibdyar.

17 ' !u1at Ketetapan Pajak Daerah 
. Kurang Bayar Tarnbahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan iajak yang meneirtufan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

18' Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil,.yang selanjutnya disingkat SKpDN, adalah
surat ketetapan pajak.yang mengTr.Fa jumlah pbrot< pijat iarJ il;;t;
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak ferutang dan tidik ada kredit pajak.



19.

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
paJak kerena jumlah kredlt pajak lebih beear daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

$urat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau $urat Keputusan Keberatan.

lurat [eputusan Keberatan ada]ah surat keputusan atas keberatan terhadap
$urat Pemberitahuan Pajak rerutang, surat Ketetapan pajak Daerah, surat
Ketetapan Pa,iak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, $urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, $urat Ketetapan paja[
Dagrah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.

Pembukuan edalah suatu proses pencatatan yarrg dilekukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kevvajiban,
modal, penghasilan dan b!.ava, serta jumlah harga- perolehan dan penyeiahan
baranE atau jasa, yang ditutu.p.dengan menyusun laporan keuangan-berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut.

PemEriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kbpatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk trijuan iain dalim rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkai bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana cli bidang peipalikan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangk anya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan
Penerangan Jalan.

v

21.

22.

23.

24,

25.

26.

L

Pasal 3

(1) OpVef Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipug
seluruh pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adatah :
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a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Daerah, fasilitas sosial
dan/atEu kepentingan umum;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

d. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan rumah
tangga.

(4) Penggunaan tenaga listrik oleh fasilitas sosial untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a akan ditetapkan dengai peraturan
Kepala Daerah.

Pesal 4
(1) $ubyek Pajak Penerangan Jatan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jatan
menggunakan tenage tistrtk.

adalah orang pribadi atau Badan yang

(3) Ddem hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak penerangan
Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

DA$AR PENGENAAN, TARIF PA"?AIJLN cARA PERHITuNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2) Nilai Jual renaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a' dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual
Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/teiap riitamoJn dengan biaya
F9m?kaian kwh/variabgt y?ng ditagihkan- dalam rekening rutrii;b' dalam hal tenaga listrik dihis.ilkah sendiri, Nilai Juat T;;g; Listrik dih1uns
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listri[, jangila ;;;iilpemakaian listrik,. dan harga satuan-liitrir yang bertaku di *ir"Vdn daerah yang
akan ditetapkan dengan peraturan Kepala bajran.

Pasal 6
(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyakbumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jatan oit"tdpi"n;;b;;r 3% (iigaper$en).

(3) Penggunaan tenagg !$rlk yang dihaeilkan sendiri, tarif pajak penerangan Jalanditetapkan sebesar 1,SVo (satu kbma lima persenl.

Pasal 7
Besaran pokok fajak. 

penerangan jqtqn ylng terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam-Pajat O dengin dasar i"n!"n""n pajak
sebagaimana maksud dalem pasat g.



BAB IV
WLAYAH PEMUNGUTAN

Pasel I
(1) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah ternpat

penggunaan tenaga lisrik.

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan.

BAB V
MASA PAJAK, SA"AT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEITBERITAHUAN

PAJAK DAERAH

Pasal 9

Sqtt. Paiak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
Takwin.

Pasal 10

Paiak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Pembayaran Penerangan JalanL/
atau penerbitan SKPD.

Pasal 1,|

(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SpOp.
(2) $POP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani sleh wajib pajak atau kuasanya.

{3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyarnpaian SpOp ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Beirdasarkan SPOP seb.agaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kepala
Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan sKpD.g

(2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB VII
PEiIUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tah Cara Pemungutan

Pasal 13

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan
perundangundangan perpajakan.
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(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakll berdasarkan penetapan Kepala' ' Daerah 
'dibiyai dengan menggunakan $KPD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa

karcis dan nota Perhitungan'
(S) Wajib Pajak y-ang memenuhi kewajiban, perpajakan sendiri dibayar dengan' 

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

ten"ilang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waKunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
$ecara jabatan.

b. $KPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. $KPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa
bunga 

-sebisar 
2olo (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanl<si administratif berupa kenaikan sebesar 100o/o

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25o/o (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2oh (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atzu terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Pasal 15

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lsin yang diprsamakan, SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat
(5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian $KPD atau
dokumen lain yang dipersamakan, $PTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.
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Bagian Kedua
$urat Tagihan Pajak

Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan $TPD jika;

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar Zo/s (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
eanksi administratif berupa bunga sebesar Za/o (daa persen) sebulan dan ditagih
melaluiSTPD,

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 17

(1) Kepala Daerah menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajat<
dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya $PPT oteh Wallb pajal.

{2) $PPT, SKPD, sl(PDKB, SKPDKBT, srpD, $urat Keputusan pembetulan, surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang hanls dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasidalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejal tanggal'diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk'mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan ouriga sebesar zilo (dua
persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, ang_suran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) lajak yang terutang berdasarkan sppr, sKpD, sKpDKB, SKPDKBT, srpD, surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapit CitJgih Jengafr
Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal {9
(1) W?jib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau

pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SPPT;
b. SKPD;



SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN; dan
Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diarjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) butan sejak
tanggel surat, t3l.9g1l-P?.ToJopa1 atau pemungutan Jebagaimadioi:nrar<suo paoa
ayat (1)' kecualijika Wajib Pajak dapat menunjukt<an bahria langtra waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apab.ila_Wajib Pajak tetah membayar pating sedikit
sejumlah yang tetah diselujuiWajib pajai.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi prersyaratan sebagaimana climaksud pada ayat (1),
ayat (?)' ayat (3),.dan ayat (4) tidak dianggap se6agai Surat Keberatan sehinggatidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah ataupeiabat yang difunjuk atau tanda pengiriiran surat keberatan melalui surat pos
tercatat sebagaitanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 20
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu pflinq lama 12 (dua betas) bulan, sejak tanggalSurat Keberatan diterima, harus memberi'keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menorak, atau menambah besamya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetah lewat dan KepalaDaerah tidak memberi suatu keputusan, xeoerJtan v"ng diajukan tersebut dianggapdikabulkan.

Pasal 21
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan

B:,*r:"adap 
keputusin mengenai keberatanny" y"ng oitetapran onn i<epara

(2) Pennohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan se4rra tertulisdalam bahasa rndonesia, dengan.ar"""n y"ni i;L; daram jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterima, dilampiri i"fii"'n O"ri surat'keiutusan keberatantersebut.

(3) Pengajuan permohonan bandinq menangguhkan kewajiban membayar pajaksampai dengan 1 (satu) buran selir tanggdffi;"niiun putusan Banding.

pasal ?2
(1) Jika pengajuan kehratan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atauseluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan

i1:f sebesar zo/o (dua nersen; seburan untul ;;iift bmanq (&; prlh empa0

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud. pada_ ayat (1) dihitung sejak buranpelunasan sampaidengan diterbitkannya SKpDLB. ' ' \'/ sr"'re'rv eet

(3) Dalam hal keberatqn.wal!! Fajak ditolak atau dikabutkan sebagian, wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar soo/o 1lir" puluh persen) dari

c.
d.
A

t.
g.

u

A/
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jumlah pajak berrCasarkan keputusan keberatan dikurarrgi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
b-erupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimanl dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohqryl U3nling ditolak atau dikabull<an sebagian, Wajib pajak
dikenai sankei administratif berupa denda sebesar 1000/o lseritus perien) ciari
Jumlah paiak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengdn pembayaran pajak
yang telah dibayar $ebelum mengajukan keberatan.

pem beturan, p", n"f,i3ll lffi'#: 
" 

ga n Keteta pa n dan
Peng hapusan atau pengurangan sanksi administratif

Pasal 23

(1) Atas permohonan_I"jiU Pajak atau karena jabatannya, Kepata Daerah dapat
membetulkan SPPT, sKpD, sKpDKB, SKPDKB-r aiau stpD, sKpDN aiau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesatahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,dan kenaikan pajak yang terutang. menurut peraturan peiundanjundangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. rylqurg.tqkan atau membatatkan sppr, sKpD, sKpDKB, sKpDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKpDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STpD;
d' membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atauditerbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditent ukai: ain
e' mengurangkan ketetapen qaja.k terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek p"it*:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksiadministratif dan pengurangan atau pembataian rEtetapa; ;;fik;;"gaimanadirnaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.L

PENGEMBALIAN 
^HE 

J,.J|^N PEM BAYARAN

Pasal 24
(1)Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejakditerimanya permohoran pengembalian'keleSihan pembayaran palax seLgaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputuian.
(3) lpabila jangka waktu sebagaimana.dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan KepalaDaerah tidak memberikan suatu keputusan, p"monon"n - p"ng"mbalian

Pembayaran Pajak .dianggap dikabulkan 
'Oan 

Sf'PpLg harus OiterUiifian dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



L

(4) Apabila wajib p.?jak mempunyai utang.pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud Bada ayat (t1 l-angsung- diperhitungf<in gntun melunasi
tErlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pglgembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu Baling lima 2 (iua) butan r"i.r. jiteroittanny6
SKPDLB.

(0) /ikg pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditakukan setelah tewat 2 (dua)bulan' Kepala Daerah memberikan 
-imbalan 

bunga sebesar 2% tOua Bei;niEebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan fumbayaran pajak.
(7) Tata Gara. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah,

K E DA L uwff$PAr I ert o u,, u *
Paral 2$

fi) Har uhtiik m€rlakukan penagihen peiek menjadi kedatuwai6e a6te6h me6mpauiwalctu s (lima) tahun terhitung t"i?{ iaat territangnya3a.iar, kecuali apabita wajibPajak merakukan tindak pidan! oioioang pJrpaia,lai, Daerah.
(2) kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhapilbila:

a' dlterbitkan $urat reguran dan/atau surat paksa atau;
b' ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik rangsung maupun tidaklangsung,

(3) Dalam hal diterbitkan surat reguran dan surat Paksa sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, kedaluwarsa flenaginan ofritung r"l"L tinff;i ilyil;"ian suratPaksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung. sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b adalah wajib Pajak densal l"rair'annf" r"ny"takan masih mempunyaiutang Pajak dan berum ni.rrn"riiva kepada pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dapat diketahu-i dari pengaJu"n-p"mof,on"n 

"ng"uran 
atau penundaanpembayaran dan permohonan keOeritan Wajib p"l"f.

Pasal 26
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk meiakukan penagihansudah kedaluwarsa dapat dihafuskan.
(3) Kepala Daerah,menetaBkan Keputusan.penghaBu$an piutang pajak yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ,vlt frll--
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Kepala Daerah,

pEuBUKuor Bli frnr*,*E^AN

Pasal 27
(1) wajib Pajak 

. -yang merakukan u:".h." dengan omzet paring sedikitRp' 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) p"i-i""lrrn wajib menyerenggarakanpembukuan dan pencatatan.

a
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(2) Kriteria wajib laja! dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atauBeneatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 6d.-f;turan KepataDaerah.

Pasal 28
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan, kewajibanPerpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan

Perundang-Undangan periaiikan Daerah.
(2) Wajib PaJak yang diperiksa wajib :

a' Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen liin v"ng-o"rt ubungan dengan obyek pajakyang terutang;

b' Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau. ruangan yang dianggapperlu dan memberikan guna t<erancaran p"rriilrran; dan/atau
c. Memberikan keterangen yang diperlukan.

P) 
[:l3li[T,.51$" $:![J""senai 

tata cara pemeriksaan pajak diatur densan

rNsENrffiuillcurAN

Pasal 29
(1) ln$ansi yang melaksanakan pemuh$utan Pajak d6pat dibeii insehtif etas desaipencapaian kinerja tertentu.

(2) PernberlEn insentlf Bebagahana dimaksud pada dyat (1) drtetapkan meraruiAnggaran pendapatan OarigelJnja Daerah. 
-- r!r!

tt' 
Ii'l,ffo5$;ffiJil,ff#;:i:il::,:li""tir sebasa imana dimaksud pada avat

r<erENrBr.ffi#HUsus

Pasal 30
(1) setiap Deiabat dilarang memberitahukan kepada pihak.tain segali s66u6tu y6ngdiketahui atau diberita-hukan kefadanya 

"i;[-w"i[; 
pajak o"rJ, i*gka jabatan

|$[rff*fi 3::l# 
u ntu k m e nja I a n ka ; iui;;iu;;'; ;t..ffn ff.ffi il[-, no. ns, n

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahliyang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk ,it"niobntu dalam pelaksanaan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Oaeran.
(t, 

|;:ff;arikan 
dari ketentuan sebasaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2)

a' Pejabat da1- t3..nasa ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli datamsidang pengadilan;

b' Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untukmemberikan keterangan kepada ;"J"t;t 
-'6;iu"g" 

negara atau instansi
l:S:ril:r"n 

vans berwenang merarukaii pem"iirrrun daram bidang keuangan

(4) untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepadapejabat sebagaimana dimaksud pada 
"vii trJ'i""n t"n"ga ahri sebagaimana

L
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dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yanglditunluk.

(5) Untuk kepentingan pemeriks aan di pengaditan dalam perkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara pidana dan Hukum Acara
P.erdata,.Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pegaUat seOa"ir*.
dlmaksud pada ayat (1), dan tgl"q3 ah.li sebagaimana oimbdruo paaa iyat (z),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti teitulis dan reterantan Waji6 pajali
ying id6 padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (g) harus menyebutkan namatersangka atau .nama tergugat, keterangan ya,ig diminta, serta tcaitan antaraperkaro pldsna atau perdati yang bersanglutan oeigan reteiangan yang diminta.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khueus sebagai Penyldik untuk metakuian penyidikan tindak pidana dibidang-Perpajakan Daerih, sebdgaimana dimaksud dalam unJ.ng-unoang HukumAcara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) adatah pejabat pegawai negeri sipittertentu di ringkungan pemerintah oa-eran. yang oiingrat bdn peiaoat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perunoang-inoang'an F -

(3) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adarah :

a' menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporanberkerrean dengan tindak p-ide1'rf di.bidang Perp4akan Daerah agar keteranganatau raporan tereebut menjadi rebih rengkip oan j6tas; - s-

b' meneliti, mencaridan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yang oiralukan sehubungan dengan tindakpidana Perpajakan;

c' meminta keterangan dan bahan bukti clari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
d' memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindakpidana dibidang perpajakan Daerah;

e' melakukan penggeledahan untu.k mendapatkan bahan bukti pembukuen,pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadaptahan buktitersebut;

t' meminta bantu.an tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;-

g' menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedaig oerrantJung dan memeriksa identitasorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h' memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
i' memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
j menghentikan penyidikan; dan/atau
k' melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanadi bidang perpajakan Daerahlisuai ketentr"np"otrran perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyioiL"'niry" kepada penuntut Umum

L
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melalui Penyidik pejabat Polisi fegar-a lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang
dlatur dalam Undang-Undang Hukuin Acara piOani.

KErEffiXil'xrnoro

Pasal 32
(1) Waiib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD atau mengisidengan tidak benar atau tidak lengliap atau meiimpi*an keterangan yang tidakbenar sehingga 

. 
merugikan Keuangan Daerah daiat oipioana i"ng.n pidanakurungan paling lama i(satu) tahurr-atau oenoa p"ling banyak 2 (dua) kali jumlbhpajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan sprpD atau mengisidengan tidak benar dan tidak linlkap atau miramprkan keterangan yang tidakbenar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat oipioani'i"ng"n pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun aiau pidana oenca paling banyak 4 (empat) kalijumtah pajak terutang yang tidak atau kuiang t"t;;.

rindak Pidana d:^l,j11g_,1?1e1j?kai_{;:liL"n dituntut seterah merampaui janskawer(tu s 0,n4e) tahun sejak siaf terutansny? i4ei;il'ie,,];ffi;.'#3! 
".i.* 

.,r,berakhlmya Bagian Tahun Pajak atau oe-ra"knirnvr i.nun pajak yang bersangkutan.

Pasal 34
(1) Pejabat atau. tenaga ahri. yang 

..ditunjuk oreh Kepara Daerah yang karenakealpaannya tidak memenuhi 
-kewajiban 

r"rrnrui"kan hal sebagaimana dimaksuddatam pasar 26 ayat 1 dan ayat (2)'oipio"n" GrJ., elgqla kurungan paring rama 1(satu) tahun dan pidana denda nlfnfirnt;k d?b00.000,- (empat juta rupiah).
(2) Peiabat atau tenaga ahli..yang ditunjuk oteh Kepara Daerah yang dengan sengajatidak memenuhi 

, 
kewajibaniya atau ."reor"ng yang menyebabkan tidakdipenuhinya kewajiban pilaoat'seo"gairantj^"rlU datlm pasli zo ayat 1 danayat (2) dipidana dengan pidana.kuiungan p"ri"J i"ra 2 (dua) tahun dan pidanadenda pating banyak Rp. 10.000.000,- f*prfrn irL iupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2)hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya diranggar.
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimatsud pada. ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengansifatnya adalah menyangkut kepentingun prioi'di'Jur"or"ng atau Badan selakuWajib pajak, karena dijadikan tindak pid-ana;;;;;r".

Pasal 35
Denda sebagaimana dimEksud daiam pasal 29, pasar 30 ayat i dan ayat (2)marupakan penerimaan negare.

KErENrffi,?#*o,-,rorl

Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkanPeraturan Daerah mengenai Pajak Penerangan Jalan-sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1), sepanjang tioax diatur dadm peraturan.Daerah yang bersangkutanmasih dapat ditagih sebhaJangka waktu 5 (lima) t"rtun G*,itung sejak saat tenrtang.

t

t,

I
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Hahhai yang belum
pelaksanaannya akan
Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Paeal 37

diatur dalam peraturan Daerah
diatur dan ditetapkan tebih tanjut

ini sepanjang mengenai
dengan peraturan Xiiiata

u

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasat 38
Peraturan Daerah ini murai berraku pada tanggardiundangkan.

Agar setiap ora.ng . mengetahuinya, memerintahkan. .pengundangan denganpenempatannya dalam Lembiran oaeran raouJaten waiatooi.

Ditetapkan di Wansi-Wanoi
pada tanggat Z/1- i- 20-10

BUPATT WA|(ATOB|,

IIUGUA
Diundangkan di
pada tanggat 24- I

SEKRETARIS N WAKATOBI,

LEiIBARAN ATEN WAKATOBI TAHUN 2O1O NOiIOR 13

U


